5.1

BAB 5§

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan
Kesimpulan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek

Libra selama 5 minggu sejak tanggal 29 September 2025 hingga 1 November
2025 adalah:

1.

5.2

Calon apoteker dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yang
profesional di bidang apotek sesuai dengan regulasi terbaru.
Membentuk kompetensi profesional calon apoteker agar mampu
melaksanakan pekerjaan kefarmasian secara tepat dan bertanggung
jawab mulai dari pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan
kefarmasian sesuai standar yang berlaku

Calon apoteker mampu melaksanakan pelayanan farmasi klinik
meliputi pengkajian resep, pemberian informasi obat, konseling
pasien, dan pemantauan terapi obat sesuai standar Good Pharmacy
Practice.

Saran

Saran bagi mahasiswa calon apoteker setelah melaksanakan Praktek

Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra selama 5 minggu sejak

tanggal 29 September 2025 hingga 1 November 2025 adalah sebagai berikut:

1.

Mahasiswa calon apoteker diharapkan aktif dalam bertanya dan
berdiskusi dengan apoteker pembimbing selama pelaksanaan PKPA
guna memperluas pengetahuan serta pemahaman mengenai peran
dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di
apotek.

Mahasiswa calon apoteker perlu menumbuhkan rasa percaya diri

serta inisiatif dalam berkomunikasi dengan pasien, di bawah
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bimbingan apoteker, terutama saat memberikan pelayanan informasi
obat, konseling, maupun swamedikasi.

Mabhasiswa calon apoteker diharapkan memperdalam pemahaman
mengenai berbagai jenis obat, baik berdasarkan kelas terapi, indikasi,
maupun cara penggunaannya, agar dapat mendukung
terselenggaranya pelayanan kefarmasian yang optimal dan

berkualitas bagi pasien.
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